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Demokerasi di Indonesia selalu menijadi perbincangan dan diskusi
yang sangat hangat. Jika dikaji, demokrasi yang ada di Indonesia adalah
demokrasi ala Barat dan sudah lama kehilangan hikmah. Anchnya, umar
Islam menilai bahwa demokrasi adalah hikmah. Hal ini berdasarkan riwayat
yang menyatakan: “Hikmah itu ibarat sesuatu yang hilang dari lingkaran
umat Islam, Jika kita menemukan, tentu kita ambil dan tidak peduli
siapa yang belakangan. Yang baik, tentu kita transfer.” Oleh karena
itu, pembahasan demokrasi dalam konteks NU urgen ditelaah.

SRR tineikan adilay drmoksest apamman o o
pada pemn[s)ercfayaan rakyat rglgan membutuhkan batasan dan penataan.
Demokrasi adalah hasil karya manusia dan kekuatannya terumpu kepada
rakyat. Oleh karena itu, kita membutuhkan pemimpin yang kredilel.
Jika pemimpin bangsa ini bromocorah dan mengarahkan pada hal-
hal yang tidak baik karena telah dipilih oleh rakyat, maka NU berperan
untuk menekan dan mengarahkan pada hal yang konstruktif,

Politik dalam pemahaman umat Islam rerklasifikasi menjadi dua,
yaitu politik Islam dan Islam politik. Politik Islam adalah politik yang
ketentuannya diajarkan dalam alQuran dan al-Sunnah serta praktek
para sahabat dan ulama. Islam politik adalah politik yang menjadikan
Islam sebagai simbol dan stempel. Terhadap pemahaman dan gerakan
yang terakhir ini, NU berkewajiban meluruskan ke arah yang
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konstruktif. Ketika NU membahas politik, hal ini tidak boleh dinilai
najis dan tabu serta negatif. Dalam hal ini, NU menginginkan politik
ishlah yang Islami dan rahmatan li al‘alamin. Imam Ghazali mengatakan:
“Agama adalah fundamennya, dasar dari sebuah bangunan yang besar,

anckan raja adalah penjaganya. Kalau suatu bangunan tanpa
oFBIRERNTHE AuhE R MRk sctit el b easis
penjaga, bangunan akan dijarah oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab.” Jika NU membahas masalah kekuasaan,
penekanannya bukan kekuasaan itu; yang dilihat adalah mashlahah
dan mafsadah. Dalam konteks ini, membahas demokrasi dalam

perspektif NU adalah penting.

Dalam konteks kepemimpinan, NU mengambil jalan tangah.
Sikap NU terkadang disalahpahami oleh sebagian orang. Pada era Orba
NU dianggap sebagai bagian dari Orla karena melakukan pembelaan
pada presiden dan pada bangsa. Oleh karena itu, rezim Orba
meminggirkan NU di pentas nasional. Padahal pembelaan NU saat
iru bukan karena orlanya, tetapi lebih berorientasi pada penyampaian
kebenaran. Lahirnya fatwa bahwa presiden Soekarno adalah waliyyul
ami albdlaruri bi alsyaukah bukan melihat Soekarno. Dalam akidahnya,
NU menganggap sezalim apapun seorang peminpin selama tidak

digitlenipagak paith deiitusynikars danckskufurany kepeminpinanmnyrsterap

dianggap sah. Adanya pemimpin yang fasiq dan zalim semacam itu
lebih baik daripada komunitas masyarakat yang tidak memiliki
peminpin. Hal ini yang disalahpahami, yang kemudian NU dianggap
sebagai bagian dari Orla. Andaikan hal ini terjadi pada Orde Baru,
tentu fatwa NU juga tidak akan berubah.

Wallahul Muwaffig ila Agwamit Tharig
Surabaya, 17 Juni 2008
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DARI NU UNTUK PERADABAN
KEINDONESIAAN

Oleh Tim Editor PW. LITN-NU awa (;l.:giiﬂ%.‘ﬂlrnsby. acid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.i

Nahdlatul Ulama (NU) memang fenomena(l). Dari sekian
banyak organisasi sosial keagamaan yang ada, tampaknya NU
memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Hal ini tampak dari
hadirnya sejumlah penclitian, seminar dan tulisantulisan yang
mencoba ‘membaca’ NU dari berbagai sudut pandang. Realitas
maraknya penerbitan buku tentang NU dengan segenap ruang
lingkupnya belakangan ini merupakan representasi dari daya pikat
yang memang dimiliki NU,

Tidak berlebihan bila melalui kajian terhadap NU banyak
melahirkan sejumlah pengamat (khusus) NU, tidak hanya dari
kalangan orang Indonesia melainkan juga dari kalangan ilmuwan
sosial luar yang secara khusus memberikan perhatian terhadap
dinamika yang ada di NU. Menurut beberapa catatan, dinamika

?ﬁfé’ﬁiﬁ.%?n cLiy?BI_cL.Hd memang kerapkali kentroversial danicenderyng

mengagetkan’ banyak pihak. Tampaknya tidak salah bila Robin
L. Bush (1999) mengatakan bahwa citra NU di mata masyarakat
selama ini bernuansa kontroversial, ada yang sangat gandrung dan
ada yang sangat antipati. Dalam kontcks ini, kegandrungan dan
sekaligus antipati terhadap dinamika NU sebagai organisasi seolah
menjadi catatan panjang dalam memotret kiprah sosial politiknya
bagi negeri ini, juga bagi Islam. Watak toleransi atas kultur lokal
sekaligus sikap jalan tengah dalam berpolitik memang cenderung
dipahami dengan berbagai pemaknaan.

Yang gandrung akan memaknai geliat NU sikap toleran dan
jalan tengah tersebutr agar makna keagamaan diletakkan datam
konteks kebangsaan dan keislaman. Sementara vang antipaci akan

2t yang

d
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melihat NU sebagai organisasi yang opurtunistik dan merawat
berbagai kebudayaan yang tidak bernafaskan "Islam’.

Terlepas dengan perdebatan panjang tersebut, sebagai
organisasi sosial agama, peran NU bagi perjalanan peradaban ke-
: 1esia-an i isa dipandang sebelah mata. Sikap akomodatif

d'%l}ﬁlﬂ%@ﬁ;%{?ﬁf@m”& ek 'fﬁ'émat:m%ﬁdgEagéﬁ%awa?xﬁ@%
bahwa agama (Islam) selalu memberi peluang bagi tumbuh kembangnya
kebudayaan yang memang menjadi ‘naluri’ masing-masing komunitas.
Irulah sebabnya, NU sclalu merawat kebudayaan (lokal) sebagai alat
untuk mengembangkan tradisi keagamaan yang berpahamkan
Ahlussunnah wal Jama’ah. Wajah agama (Islam) yang ditawarkan
oleh NU adalah agama yang berwajahkan ke-Indonesia-an. Sikap
akomodatif ini tidaklah diambil berdasar kalkulasi opurtunistik,
melainkan eksternalisasi paradigma keagamaan yang terbuka dan
ridak memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang hitam putih.

Sementara itu, terlepas dari watak politik yang selalu dipahami
‘negatif’ oleh sebagian kalangan, NU selalu memerankan diri sebagai
organisasi yang siap mengawal nilai-n ilai kebangsaan yang plural dengan
menerima Pancasila sebagai common platformnya. NU ~tampaknya-
menjadi organisasi agama (Islam) yang secara eksplisit menyebut bahwa

digw@mﬁm@@.@mgmmm@u.amiwgwmaawan&;ma@mm@@mem
dan tidak bisa diganggu gugat. Bahkan NU pernah membuat deklarasi
tentang hubungan Pancasila dengan Islam dalam Muktamar NU ke-
27 yang intinya menyebut Pancasila merupakan dasar falsafah Negara
Republik Indonesia, yang bukan schagai agama dan tidak dapat
menggantikan kedudukan agama. NU juga menganggap bahwa
penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari
umat lslam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Sebagai
konsckuensinya, NU menganggap bahwa mengamankan pengertian
yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan
konsekuen oleh semua pihak merupakan keharusan sejarab.

Dua konteks tersebut, sclain konteks hisroris lainnya, menunjukkan
bahwa NU berdiri dan didirikan melalui semangat kebangsaan yang

Vill  Sarung & Demokrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



' digerakkan oleh mortivasi keagaimaan. Ulama-ulama vang mendirikan
dan mengawal proses-proses awal berdirinya NU seperti KH. Hasyim
% Asy'ari, KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Wachid Hasyim, dsb,

s, merupakan ulama kharismatik yang memiliki komitmen keislaman

£ G e dnakan s Kemismen it b mepjedi

n apl'%lit dasar bahwa sélalu memantapkan akidah Islam ranpa harus
a mengorbankan semangat kebangsaan Indonesia, begitu juga
3 mengembangkan semangat kebangsaan Indonesia tanpa harus
t meninggalkan akidah Islam.

Peradaban ke-Indonesia-an yang kemudian hendak dibentuk
oleh NU adalah peradaban kebangsaan yang dilandasi oleh moral
keagamaan (Islam). Nilai-nilai Islam memberikan inspirasi dan sekaligus
menggerakkan kehidupan kebangsaan Indonesia, meskipun demikian
hal tersebut tidaklah diletakkan unruk mendirikan negara agama,
melainkan negara beragama. NU sadar bahwa realitas empirik kebangsaan
Indonesia adalah kebangsaan yang plural. Yakni kebangsaan yang
dibangun dengan mensinergikan secara adil suku bangsa yang berbeda
dan agama yang berlainan, bahkan paham agama yang berlainan pula.

Demikianlah bahwa NU memberikan kesadaran bagi semua
anak bangsa bahwa negeri ini dibangun oleh semangat kebersamaan
miigiki. erangkict daitb késtthrerd diglli kedgaaadd wsilibipHdac id
Pluralitas tersebut menjadi modal sosial (social capital) yang penting
bagi kokohnya bangunan kebangsaan Indonesia. Meminjam istilah
Soetjipto Wirosardjono (1994), dalam masyarakat majemuk seperti
Indonesia, agama dapat menjadi suatu faktor pemersatu. Namun dalam
beberapa hal, agama dapat juga dengan mudah disalahgunakan sebagai
alat pemecah belah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun, bahwa
perasaan seagama mungkin perlu, namun tidak cukup untuk
menciptakan perasaan memiliki kelompok (group belonging) atau
kesatuan sosial. Harus ada faktor-faktor lain yang lebih memperkuat
dan mempertahankan kohesi sosial.

Berangkat dari situasi ini, buku ini dihadirkan. Buku yang sernula
merupakan naskah (pemenang) lomba karya tulis ilmiah (LK TI) yang
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diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah (PW) NU Jawa Timur dalam
rangka Hari Ulang Tahun (Harlah) NU ke 82. LKTTI ini bertemakan
tentang Kontribusi NU dalam Membangun Peradaban KeIndonesiaan. Tema
yang memang disesuaikan dengan momentum 100 tahun kebangkitan
digifitsiomstly sekaligiisithermnberikanipepweanaan fentang bagaimana peran
serta NU dalam membangun peradaban ke-Indonesia-an dalam
perspektif masyarakat pada umumnya dan warga NU pada khususnya.

Pewacanaan ini menjadi penting di tengah carut marumya kondisi
kebangsaan Indonesia. Baik dalam konstelasi perpolitikan nasional,
"kebangkrutan’ perekonomian kita hingga fenomena konfliktual yang
berdimensikan SARA. Tulisan-tulisan yang dihimpun dalam buku ini
merupakan rangkaian refleksi anak bangsa, termasuk di dalamnya
warga NU tentang kiprah NU dalam lintasan sejarah serta NU dalam
perspektif masa depan.

Tulisan Abu Dzarrin al-Hamidy tentang Toleransi Antarumat
Beragama Sebagai Wujud Penyikapan Pluralisme dalam Perspektif NU
mencoba memaknai kiprah organisasi ini dalam mengembangkan
semangat toleransi beragama sebagai realitas yang tidak bisa ditolak.
Fakta bahwa negeri ini plural harusnya dipahami sebagai fakta

auiSiaEAy Qlsh baprmame HUmembikl anssoseim ot o
mengembangkan pemayxamaan Keagamaan yang tolerin! afam
konteks ini, NU tampaknya dianggap sebagai organisasi yang
berhasil mengembangkan prinsip-prinsip keteladanan dalam
kehidupan beragama yang damai di negeri ini.

Tkhsan Rosyid dengan Saning Identitas dan Sepak Terjang Masyarakat
NU mampu menjernihkan problema, identitas keNUan. Bahwa sarung
tidaklah harus bermakna konservatif dan ortodoks. Sarung justru menjadi
‘kon' NU dalam mempertahankan identitasnya tanpa harus kehilangan
kepercayaan diri dalam menghadapi perubahan tatanan kehidupan.
NU -meminjam istilah Ignas Kleden (1987)- seperti mempertahankan
tradisi tanpa harus bersikap tradisionalisme. Namun sanng dalam
tulisan ini tidaklah sekedar dimaknai dalam bentuk fisik sebuah kain,
melainkan sebuah simbol tentang identitas. Sementara itu Masruhan
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melalui tulisannya Kontribusi NU dalam Pembangunan Hukum dan HAM
di Indoresia mencoba mengurai tentang tradisi dan dinamika NU dalam

menentukan hukum dan HAM. Tradisi dan dinamika NU tersebut terekam

dalam berbagai kegiatan Bahtsul Masail yang seringkali menjadi kegiatan

dan tefermm (ilmiah) dalam menentukan mhlmm hukun yang
e e TSR e A i PHRE i By P RS SHEh Mk’

sesung; Lllm\,'a memberikan bukti bahwa dinamika pemikiran dalam

tubuh NU tetaplah berjalan. Tudingan bahwa NU adalah sekedar

mengikuti secara taglid dengan sendirinya juga tertolak lewat kiprah

pemikiran dalam tubuh NU melalui Bahusul Masa’il

Lewat rulisan berjudul Kontribusi NU dalam Bidang Pendidikan,
Sufyan juga secara rinci menjelaskan betapa dalam sejarah panjang
berdirinya, NU telah memberikan kontribusi berharga dalam bidang
pendidikan. Hal ini bisa ditandai dengan kian terlembagakannya tradisi
pendidikan melalui pondok pesantren. Sebagai institusi pendidikan yang
cukup tua, pondok pesantren tidak hanya berperan dalam mencerdaskan
masyarakat, melainkan juga sanggup memberikan suasana kehidupan
berkebudayaan yang lebih beradab sesuai dengan nilai-nilai Islam di
dalamnya.

Fathor Rahmen Jm lewat tulisan berjudul NU dan Politik
Kebangsasn dicIndenasia, Resivalisasi Gerakans Politiki KebthgsaahyNEd
Untuk Pemberdayaan Bangsa serta tulisan Trianto dengan judul
Membaca Peta Politik Kiai Nahdlatul Ulama’: Antara Keteguhan Khittah
dan Syahwat Politik adalah tulisan yang memberikan preskripsi cerdas
tentang kontribusi NU dalam politik kebangsaan di Indonesia. Selain
keinginan untuk merevitalisasi gerakan politik kebangsaan, dinamika
perpolitikan NU memang juga pernah berada dalam tarik menarik
kepentingan antara khittah di satu sisi dan syahwat politk di sisi ya ng
lain. Tarik menarik ini memang cukup mengental dan mengemuka
ke permukaan, sehingga seringkali muncul citra negatif atas dinamika
perpolitikan NU dalam pangeung politik nasional kita.

Buku ini juga menghadirkan tulisan tentang pergulatan pemikiran
ke-lslam-an yang ingin ditransformasikan oleh NU. Melalui tulisan
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berjudul Nalar Figh NU: Dari Tradisional, Modem Hingga Liberal
Luthfi Hadi Aminuddin juga memotret pergulatan pemikiran NU
yang selalu berkembang. Dan tradisionalisme, Madhhab Manhaji hingga
liberalisasi. Tulisan ini memang berupaya merekonstruksikan betapa

AL A Btertainng e ik melal berbagal bencil

para lgma Cl’{) 0"]:‘!1‘1 -ferobosan ‘-.ar memang c\.nya
melalui pergerakan pemikiran ala NU ini. Sementara itu tulisan
NU dan Transformasi Ke-Aswajaan, Revitalisasi Gerakan Pembebasan
Sosial NU dalam Memberdayakan Umat secara Kaffah oleh Mohammad
Suhaidi RB mencoba menghadirkan sebuah kritik tentang dinamika
(politik) NU yang terlalu dominan. Akibat dominasi politik tersebut,
peran serta NU dalam berbagai bidang mengalami pasang surut.
Menurutnya, NU harus segera mengubah diri dari paradigma mobilisasi
massa ke arah paradigma re-organisasi sosial massa NU, sampai
tercipta pola pemberdayaan yang membumi. NU harus menjadi
motivator dinamisasi di kalangan warga NU sendiri, baik dalam
konteks pemikiran dan aksi-aksi sosial yang lain, sehingga nuansa
progresifitas dalam tubuh NU akan tetap terpelihara dengan baik.
NU tidak perlu bernafsu lagi terlibar dalam ranah politik praktis,
karena hal itu hanya akan mempersempit ruang bergerak NU.
digilib.uiAdehirnih dlgiiih iumnemya o padigiih persghergivhdi gitits kovbtridnisi
semua pihak, pengurus PW NU Jawa Timur, tim penerbitan PW/
LTN-NU Jawa Timur, penerbit Khalista serta berbagai pihak atas
terbitnya buku ini. Semoga buku yang bukan buku (book non book)
ini dapat memberikan cara pandang baru tentang NU serta
bagaimana organisasi NU hendak digerakkan menjadi lebih baik
dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.

Wallahul Muwafiq ilaa AqwamitTharieq
Editor:

Haris Muchit, Sahid HM, A. Ma’ruf Asrori
dan Listivono Santoso
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KONTRIBUSI NU DALAM PEMBANGUNAN
HUKUM DAN HAM
DI INDONESIA

Oleh Masruhan

Pendahuluan

Kontribusi sebuah organisasi kemasyarakatan (baca: ormas)
dan keagamaan seperti NU dalam pembangunan hukum dan HAM
di Indonesia dapat dilihat dari sudut banyak-sedikitnya atau besar-
kecilnya kegiatan ormas itu dalam kehidupan sehari-hari para anggota
masyarakat yang sedang membangun itu sendiri yang akhirnya
membuahkan kaitan dengan proses di atas. Kaitan itu berbentuk

diedsedinshy pard RiBESiomy - orfasiGtid witaik péAgiklip péatingnyd
arti pembangunan tersebut sehingga menyuarakan ajakan membangun
kepada mereka yang merasa terikat kepada ormas tersebut baik sebagai
pemimpin, anggota maupun simpatisan terhadap ormas keagamaan
terbesar di Indonesia itu.

Dari sudut penglihatan ini jelas bahwa NU telah memberikan
gambaran keterlibatannya pada kegiatan pembangunan hukum dan
HAM di Indonesia. Sebagaimana terlihat dalam kenyataan bahwa
NU memiliki sebuah lembaga fatwa hukum yakni Lajnah Bahtsul
Masai’l (LBM) yang tugasnya memberikan fatwa hukum keagamaan
kepada umat Islam. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

_Tangga (AD & ART)NU butir f pasal 16 dinyatakan bahwa tugas

LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-
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masalah yang mauquf dan waqi'iyyah yang harus segera mendapat
kepastian hukum'. Secara kelembagaan,” praktek bahtsul masa'il telah
berlangsung sejak NU didirikan yaitu pada 13 Rabi’ al-Tsani 1345H/
21 Oktober 1926M. Waktu itu sidang bahtsul masail NU yang

d%ﬁ?ﬁuﬂ%b%?alé.i('(ijllgilé”flt()zmhsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun secara historis, kegiatan bahtsul masa’il telah
berkembang di tengah masyarakat muslim tradisional pesantren jauh
sebelum tahun 1926 di waktu NU didirikan. Para ulama bertindak
memberikan fatwa individual atas persoalan yang terjadi di tengah
masyarakat sekelilingnya.’ Fatwa yang dikembangkan oleh para
ulama pesantren saat itu meliputi fatwa yang bersifat praktis dan
fatwa yang bersifat preventif.* Fatwa yang bersifat preventif diberikan
untuk menjaga kelestarian agama Islam dari pembauran budaya asing
atau nilai ajaran agama lain seperti keharaman memakai celana panjang
karena menyerupai orang non-muslim, keharusan memakai peci dan
lain sebagainya.

Dalam perkembangannya, karena seluruh kekuatan ulama
tradisional pesantren terakomodasi dalam wadah jam’iyyah NU,
maka aksi fatwapun diubah dari individual menjadi kolektif. Secara
prosedural, fatwa individual merupakan hasil karya seorang mufti,
AN BIRN Taddhd RO Wérd DB APHAS A R IR Wetta
beberapa ulama yang telah mendapatkan kesepakatan (ittifaq
hukum) sehingga hasilnya merupakan refresentasi kelompok. Namun
kedua fatwa tersebut samasama bersifat responsif atas persoalan yang
diajukan oleh masyarakat dengan menggunakan metode ramadzhub.

o

" Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU, (Semarang: Pustaka Alawiyah,

1994), hal 3.
= Imam Yahya, “Akar Sejarah Bahtsul Masa'il: Penjelejahan Singgkat" dalam M.
Iindadun Rahmar (Ed.), Kririk Nalar Figh NU: Transformasi Paradigima Bahtsul
Masa'il, (Jakarta Selatan: Lakpesdam, 2002), hal.4-5.
Hiroka Horikoshi, Kyai dan Perubahan Sosial, (Jakarra: P3M, 1987), hl.140-141.

Ma'sum Mahtudz, Kebangkitan Ulama dan Bangkimya Ulama, (Surabaya: Yayasan
Kesejahteraan Umat, 1982), hial. 206.
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Perkembangan bahtsul masail juga mengalami perbedaan
antara masa kepemimpinan K.H.Hasyim Asy’ari dengan masa
kepemimpinan K.H.Wahab Hasbullah. Menurut Maksum Mahfudz®,
uyurid]'\ scbagai pemegang otoritas penafsiran hukum dapat

asl £ l i
klj‘llﬂgt.)l‘ltl‘l dl<3|g| ?gl‘bll,}]]‘sl “1y1d ﬁ m’iﬂ)n thtyﬂéal“rqqqg I?b\]e{n 1ym?|d
a 1'1 la ebih

pa a masa Lpemlmpmm
cenderung pada orientasi politik. Akibatnya, L BM mengalami masa
suram. Namun, sejak NU kembali ke khittah 1926 yang menggelindingkan
visi non-politik maka LBM mulai giat kembali yang diselenggarakan
secara intensif.

Dengan latar belakang ilmu-ilmu sosial keagamaan yang
diperoleh di pesantren, ulama NU membahas persoalan-persoalan
kontemporer dari persoalan ibadah mahdhah hingga persoalan politik,
ekonomi, sosial dan budaya serta hal-hal yang bertalian dengan
kehidupan keseharian. Menurut Imam Yahya® bahwa persoalan yang
secara ittifag hukum telah diputuskan oleh lembaga bahtsul masai'il
NU sejak tahun 1926 hingga 1997 mencapai 422 perkara. Perkara kesehatan
dan kedokteran sebanyak 47 buah (11,3%), politik sebanyak 12 buah
(2,9%), ckonomi sebanyak 49 buah (11,6%), sosial sebanyak 23 buah
(5,5%), advokasi sebanvak 13 buah (2,9%), olah raga dan kesenian
seblinyaks9ybual, deitaniasbdan. ipedlelunanbsebaiiyaks 18 . buahydarid
keagamaan sebanyak 258 buah (62,16%). Dari produk hukum Islam
ini tampak bahwa persoalan keagamaan menempati jumlah terbanyak
Dan secara keseluruhan uraian di atas menggambarkan besarnya
kontribusi NU dalam membangun hukum dan HAM di Indonesia.

Tetapi sebuah pertanyaan harus diajukan dalam mengamati
perkembangan tersebut. Apakah benar NU telah memberikan
kontribusi dalam proses pembangunan hukum dan HAM di Indone-
sia jika hanya diukur dari deretan kegiatan-kegiatan tersebut’ Apakah
bukan sebaliknya yang terjadi bahwa justru pembangunanlah yang

5 Ma'sum Mahfudz, [bid. hal.207-22
® Tmam Yahya, op.cit, hal. 11-12.
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memberikan kontribusi dalam pengembangan  organisasi
kemasyarakatan terbesar di Indonesia itu!. Karena adanya pertanyaan
seperti inilah maka tulisan ini ingin melihat konwribusi NU dalam
proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia dari perspektif
Y Amonise Arah Rengrlaan e il BpangrD SARESnG vang
%eni at kausal antara acnnﬂn pLIlh)At!"il‘[‘m‘[‘ﬁ{‘llal(unl C .m%—f?\ch?
di Indonesia. Apakah ada sesuatu yang inherent terdapat dalam
ormas keagamaan terbesar itu yang merupakan kontribusi yang
benar-benar tersendiri kepada proses pembangunan hukum dan
HAM di Indonesia yang tidak dapat diberikan oleh organisasi-
organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang lain.

Tradisi Bahtsul Masai’il (BM) NU

Sebenarnya ada semacam skeptisisme terhadap kontribusi

NU dan lembaga bahtsul masailnya dalam pembangunan hukum dan

HAM di Indonesia. Ini berarti masih terdapar keraguraguan tentang

sumbangan NU dan lembaga bahtsul masailnya dalam proses

pembangunan hukum dan HAM di Indonesia itu. Skeptisisme ini timbul

dari beberapa kenyataan yang saling kait berkait dalam tradisi pengambilan

hukum (bahtsul Masa'il) di lingkungan NU, di antaranya adalah:

digilib.upstrii] NP A et bagd DARSHRAR iy R iR Betard
berhasil mencernakkan dengan baik ke dalam dirinya aspek-aspek
terjauh dari metodologi Ushul alfigh dan Qawaid alfighiyyah dalam

membahas masalah-masalah kontemporer yang diajukan umat

kepadanya. Metodologi ini —menurut K.H. Sahal Mahfudh’-

digunakan bukan sebagai cara dalam upaya mencari jawaban atas
berbagai masalah umat melainkan untuk memperkuat pemahaman

atas masa'il furu'iyyah yang ada pada kitabkitab figh. Di sampine
itu metodologi ini sering juga diterapkan untuk mengambil langkah

tandhir almasa’il binadhairiha dan tidak untuk istimbath al-ahkam min

" KUHL Sahal Mahtudh, “Bahrsul Masa'il dan Istinbath Hukaon NU: Sebual Cararan
Pendek” dalam Mllmdadun Rahmar (Ed.), Kririk Nalar Figh N Transtormasi
Paradigma Balisul Maga'il, (Jakarta Selaran: Lakpesdam, 2002), hal xiv.
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nadhairiha alashliyyah. Mereka menggunakan caracara lama yaitu
mencari ibarat kitab kuning tanpa upaya untuk menganalisis
masalahnya secara lebih luas dan mendalam dengan melibatkan
faktor-faktor sosial yang melingkupinya. Mereka berpandangan
bahwa apa yang sudah diputuskan oleh ulama atau gawl alfaqih
gl jneolacid ol uiighy-acis, Sl tosher b BHID wbRRge
kehidupan masa kini yang harus dipakai tanpa reserve apalagi kritik.

Pandangan ini berkaitan dengan hakikat ilmu itu sendiri yang
di masa lalu dirumuskan sebagai sesuaru vang diketahui dan diyakini
secara tuntas. Dengan kara lain, menurut KH. Husein Mubhammad®
bahwa ilmu adalah ma yu'rafu wayutga Upaya kritik terhadapnya
seringkali dipandang menyalahi etika. Bahkan ada anggapan bahwa
kemampuan kita untuk mengkritisi tokoh tidak bisa menyamai
sang tokoh baik dari sisi intelektual maupun moral. Karena itulah
sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masa’il cakup
dengan mencarikan jawaban dengan mengutip sumber fatwa dari
kitab-kitab yang menjadi rujukan. Jadi, cara penctapan hukum seperti
ini hanyalah dengan menetapkan apa yang sudah ada yang disebut
sebagai tagrir jama’i.

Dengan cara tagrir jama'i itu faktor-faktor substansial dari
syiellaly isehingkadi ciettibatesty sehich géall ficlin selabc ke hikigaim frame id
idealnya. Fleksibilitas dan clastisitas figh terasa hilang, yang ada justru
kekakuan dan pemaksaaan kehendak. Dalam bingkai idealistik, figh
seharusnya dibangun berdasarkan tujuan-tujuan syari’ah (magashid al
syan'ah) sebagaimana dirumuskan alkulliyat alKhamsah yang tidak
ditolak oleh satupun ulama. Polanya, pertamatama melihat ide-ide
yang ada dalam al-Qur’an dan hadits Nabi Saw.. yang berkaitan dengan
persoalan-persoalan yang hendak dicarikan pemecahannya, sambil
melihat secara kritis persoalan-persoalan tersebut pada tataran empiris
atau realitas sosial yang secara pasti terus berkembang.

8 K. H. Husein Muhammad, “Tradisi Istinbath NU: Sebuah Kitik” dalam Tashwirul
Afkar dengan judul Partai-Partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang
Demokrasi, Edisi No.4 tahun 1999, hal. 66.
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Pandangan dan cara seperti ini jelas memasung kreativitas dan
keberanian intelektual para pengikur Nahdlatul Ulama. Padahal
pernyataan figh itu sendiri mengandung kemungkinan adanya variasi
pendapat dan keputusan, terlebih lagi figh yang berbasis dalil ‘am.
[ronisnya, dalam sistem pengambilan keputusan bahtsul masa’il NU

e AR g A AR PfRAR VNG iR HURRAA SR I R i)
kesepakatan Nawawi-Rafi'i disusul dengan pendapat Nawawi. Hirarchi
ketiga pendapat Rafi'i yang disusul dengan pendapat yang didukung
mayoritas ulama. Hirarchi kelima adalah pendapat ulama terpandai
yang disusul oleh pendapat ulama terwara’”. Dengan demikian, hirarchi
Imam Nawawi menempati posisi teratas vang mengungguli hirarchi
ulama terpandai dan bahkan pikiran-pikiran mayoritas.

Demikianlah sistem hirarchis pengambilan keputusan dalam
bahtsul masa'il yang dikutip dari kitab 'anat al-Thalibin, karya Imam
al-Dimyathy yang sangat populer di pesantren. Hirarchi ini, menurut
KH.Husein Muhammad,’ jelas menempatkan pikiran personal di
atas pikiran-pikiran kolektif. Jika demikian, dapatlah dikatakan
bahwa dalam tradisi berpikir NU, ide-ide demokratisasi yang di dalamnya
mengandung kebebasan (alhurriyah) dan kesetaraan (almusawah)
terpinggirkan. Ini berarti nilai-nilai HAM kurang mendapat perhatian.

digilib.uikKkdua;, rddiiibketidakbe tanigititpemikirfigh dighid lisyinwedid
melakukan kajian-kajian langsung terhadap sumbersumber syari’ah.
Dalam hal ini, NU terkesan selalu mendahulukan qawl yang terdapar
dalam alKutub alMu'tabarah, ® dibandingkan al{Qur’an dan al-Sunnah.
Sikap ini, menurut KH.Husein Muhammad", tercermin pada cara lembaga
bahtsul masa'il dalam memecahkan persoalan dengan menggunakan cara

7 K.H. Husein Muhammad, Ihid., hal.28.

" Buku-buku Gal-kutub al-Mu'tabarah) itu antara lain Uanaue Thalibin, al Ravdiah
al-Thalibin, Anwar al Tanzil, Bughyah al Mustarsyidin, Hasyiyah al Syarwani ‘Ala al
Tihfah, Hasyiyah al Bujairimi 'Ala Fath al Wahhab, Hasyiyah al Bajuri ‘Ala Fath al.
Qarib, Hasyiyah al-‘lwadl 'Ala allqna’, Hasyiyah ul-Kurdi ‘Ala Bafadla!, Radd al-
Muhtar 'Ala al Dar al-Muhtar, Fath al-Mun, Asn al-Madzahib, Tanwir al Quinb dan
lain sebagainya.

" K.H.Husein Muhammad, ap.cir, hl.31,
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ithaq atau ifhaq atinasail bi Nadhairtha Memang cara ini memperlihatkan
arah lebih maju, tetapi secara substansial tetap menghadapi persoalan
yang sama dengan cara taqlid. Karena metode inilah tidak jarang NU
divonis sebagai Ormas [slam yang mempertahankan taglid buta dan disebut
sangat konservatif di dalam merumuskan suatu ketentuan hukum.
gl iy i Sl SRt R R Rs L Sl Bininsnag
tidak patut digunakan. Pada ilhaq yang diperlukan adalah
mempersamakan persoalan figh yang belum ditemukan jawabannya
dalam kitab kuning secara tekstual dengan persoalan yang sudah
ada jawabannya. Sementara pada giyas, persoalan yang belum ada
jawabannya itu dirujuk langsung kepada al{Qur’an dan hadits untuk
mempersamakan karena antara keduanya terdapar illat yang sama.

Agaknya, cara ilhaq ditempuh dalam rangka menjaga agar
tidak rerjadi stagnasi (tawaqqufiyah) atas persoalan kontemporer
yang diajukan kepada LBM. Padahal memauqufkan persoalan
hukum, semestinya tidak boleh terjadi di tengah dinamisme masyarakat
bahkan -menurut KH.Sahal Mahfudh — hukumnya tidak boleh bagi
ulama fugaha'?. Lagi pula, umat NU sangat membutuhkan jawaban
atas persoalan tersebut dengan legitimasi keagamaan agar terhindar
dari kebingungan. Pasalnya, Jika mereka tidak mendapatkan jawaban
dasiitokeboatau ierganisasipaputanny metekas pkandmensari Awaban
dari orang lain. Kemandegan ini terjadi karena ketiadaan nash figh
yang mengaturnya akibat keterbatasan sumber rujukan khazanah kitab
klasik madzhab Syafi'i yang dimiliki para ulama dan atau sebagai akibat
mengabaikan kitab-kitab di luar madzhab Syafi'i.

Pengabaian atas kitab-kitab klasik selain madzhab Syafi'i ini
berarti telah mereduksi ketentuan AD dan ART NU yang menyatakan
“bermadzhab Ahl alSunnah wa alJamaah dengan mengikuti salah satu
madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali”" yang dalam

12 K.H. Sahal Mahfudh, loc.cit,

" Statuten Perkumpulan NU, Rechts Persoon, tanggal 6 Februari 1930, Nomor 1X
pasal 2 sebagaimana dikurip oleh Ali Haidar, Nahdlarul Ulama dan Islam di Indonesia:
Pendekatan Figh dalam Politik, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1994) hal. 69.
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prakreknya masih tetap dominannya cara berpikir tekstual ‘ala
madzhab al-Syafi’i. Pada satu sisi sikap talfiq tidak diperkenankan,
sementara dalam nuansa yang lain intigal almadzhab diperbolehkan.
Keengganan ini tampak sekali dalam perdebatan yang berlangsung
disertai tidak dihadirkannya kitab-kitab non madzhab Syafi'i dalam

EEM AR Akt VTR B RGB G MK AT BeLkh AE P i rdapid
kecenderungan ulama NU untuk menggunakan kitab di luar madzhab
Syafi'i bahkan Ibnu al-Dhahiri seperti dalam Munas di Lombok,
tetapi masih sangat sedikit.

Ketiga, adanya tradisi NU yang menganggap ijtihad scakan-
akan menjadi milik para ulama terdahulu dan tertutup bagi ulama
sekarang. Akibatnya, mereka menghindari istinbath atau ijtihad
vakni melakukan kajian intensif dan maksimal terhadap persoalan
figh melalui teori ushul alfigh dan arau kaidah figh. Inilah yang
sesungguhnya dikenal dengan istilah figh manhaji atau berijtihad secara
manhaji yang merupakan keputusan Munas NU di Lampung
tertanggal 21-25 Januari 1992" dan ditindaklanjuti pada Muktamar
Cipasung dengan lembaga bahtsul masailnya. Cara ini dilakukan oleh
para pakar figh NU dalam kasus yang tidak ada qawl/wajah sama
sekali dan tidak mungkin diulakukan ilhaq. Namun dalam prakeeknya

ofAm inh masih disikapi dengan.setengabharl kaenany eardinihelum
digunakan dalam kajiankajian di LBM kecuali dalam bahtsul masail
tematis yang terbatas pada forum Munas dan Muktamar.

Scbagaimana terlihat dalam kenyataan bahwa terdapat
klasifikasi isu keagamaan yang diangkat oleh NU sejak tahun 1997.
Dalam hal ini, menurut M. Isham El Saha,”® NU tidak hanya
memfokuskan diri pada materi pembahasan kasus-ksus figh praksis
seperi ibadah, mu’amalah dan masalah figh lainnya. Akan tetapi NU
juga membahas persoalan keagamaan kontemporer yang bersifat
tematik seperti demokrasi, ciivil society dan Hak Azasi Manusia (HAM).

HKCH Husein Muhammad, op.cir, hal. 26,
B M. Isham El Saha, “Epistemologt Hukur Islam Perspektif NU* dalam Tashwirul
Alkar, Deformasi Syart’ah, Edist Nomeor 12 tahun 2002, hal.
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Cara pendekatan yang ditempuh NU dalam menyikapi kedua masalah
tersebut berbeda. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat praksis
(almasa’il aldiniyyah alwaqi’iyyah) dibahas dengan menggunakan
pendekatan gawl almadzhab. Sedangkan masalah-masalah keagamaan
kontemporer yang bersifat tematik dibahas dengan menerapkan
ldipHiRgka BorAtdd MR ReéaeR st dipHie lalusPis e s ehe falbra sk d
ijtihad kolektif oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu.
Menariknya, NU lebih maju dalam merespons masalah-masalah
kategori kedua daripada masalah-masalah kategori pertama di atas.
Jadi jelaslah terdapat perbedaan pendekatan yang diterapkan NU
dalam merespons kedua masalah tersebut di atas yang tentu
berpengaruh terhadap produk ketetapan NU.

Terminologi maslahatul ‘Ammah yang dikedepankan masih
terikat kuat dengan bingkai qiyas. Ada kesan kuat bahwa penggunaan
terminologi maslahatul ‘ammah tersebut ditempuh untuk menghindari
term maslahah almursalah. Demikian juga term bahsul masail dipilih
untuk menghindari term ijtihad atau istinbath yang secara normatif
memerlukan persyaratan yang amat ketat. Karena itu, istinbat alahkam
di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari
sumber aslinya yakni al-Qur’an dan al-Sunnah. Akan tetapi
penggalian hukumidilakkan denesnimsnmathbigkan segata g
dinamis nash-nash fugaha Syafi’iyyah. Lebih jauh, KH.Sahal Mahfudh
menyimpulkan bahwa metodologi Ushul alFigh dan Qawaid al-
Fighiyyah dalam bahtsul masail digunakan sebagai penguat atas
keputusan yang diambil, apalagi jika diperlukan tandhir dan untuk
mengembangkan wawasan figh'. Karena itulah, ia menyatakan
“masih belum memuaskan”.

Dengan demikian, dapatlah dikemukakan bahwa tradisi
pengambilan hukum (Bahtsul Masail) di lingkungan NU masih muncul
kecenderungan pada pola tradisionalisme. Sementara langkah menuju
ke arah pemikiran modernisme masih terlihat sangat ragu-ragu, sangat

¢ K.H. Sahal Mahfudh, 1bid., hal.39
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hati-hati, merasa belum waktunya atau seakan dihindari”. Dengan
kata lain, NU masih berada pada paradigma almuhafadhah ‘ala algadim
alshalih dan belum pada paradigma alakhdz bi aljadid al-ashlah. '

Skeptisisme di atas hingga saat ini masih berada dalam ukuran
yang sehat yaitu berbLntukdpf_rtanyaan ddn tantangan yang
d'ﬁ' ti %Eqnyl(gfuéd £ R Rl s A R T b Al RSk,
kemampuannya memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan
hukum dan HAM di Indonesia. Karena itu, skeptisisme seperti tersebur
di atas harus disambut sebagai penggugah gairah para fungsionaris
dan warga NU untuk bangun dan bergerak menyusun “figh baru”
dalam rangka berpartisipasi melakukan pembangunan hukum dan
HAM di Indonesia itu. Apabila skeptisisme itu tidak dipahami dalam
artian ini maka responsi yang akan diberikan akan berupa sikap
apologetik yang hanya mau tahu kebenaran sendiri tanpa mau
mengadakan kritik mendasar terhadap kekurangankekurangan yang
ada. Buah dari sikap semacam ini hanyalah berupa idealisasi ajaran
Islam yang berhaluan Aswaja sebagaimana dianuc oleh NU tanpa mau
melihat secara kongkrit kepada kesulitan luar biasa dalam penerapan
ajaran itu dalam kehidupan nyata.
Dengan mengetahui dan menerima adanya skeptisisme lunak
aighhiesshitacllwisane wenla unsuk menanitkan & JF%%"U}M\P&MJ‘
yang salah pada manifestasi kehidupan warga nahdliyyin terutama
pada tradisi pengambilan hukumnya di masa kini’. Dari jawaban
atas pertanyaan ini barulah dapat diketahui apa yang harus
dilakukan untuk membuktikan relevansi NU khususnya lembaga
bahtsul masailnya bagi proses pembangunan hukum dan HAM di
Indonesia. Dari pembuktian inilah baru diketahui apakah kontribusi
yang dapat diberikan oleh NU dan lembaga bahtsul masailnya terhadap
proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia. Pengetahuan
akan kontribusi yang dapat diberikan oleh NU dan lembaga bahtsul

" Memang ada vang menyebutkan bahwa karakter medernitas dan pluralitas NU
banyak divarnai spirir figh madzhab, Dalam arri kara, dengan adanya banyak
lU}IlL a1 aw Linam, MU bhebas memiliki (]W\fl vang lebih moderar.
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masailnya ini barulah akan membawa kita kepada pengenalan
bentuk-bentuk kongkrit dari kontribusinya dalam sekror khusus
yang berupa keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan hukum |

dan HAM di Indonesia.

Refevan3 NU el 8npal PEB AN Eu Wt HE LuR Wan
HAM di Indonesia

Untuk memperoleh relevansi NU dengan pembangunan
hukum dan HAM di Indonesia maka para pakar hukum Islam baik
yang secara strukrual terwadahi dalam LBM NU maupun kalangan
NU kultural perlu memahami terlebih dahulu karakteristik-
karakteristik hukum Islam. Ciriciri hukum Islam tersebut secara umum
dapat dikemukakan sebagai berikut: *

Pertama, keterlepasan hukum Islam dalam perspektif kesejarahan.
Dalam hal ini N.J.Coulson "™ menyatakan bahwa “hukum -dalam teori
klasik- adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan, sebuah sistem yang
disusun secara ketuhanan, mendahului dan tidak didahului oleh negara
Islam, menguasai dan idak dikuasai oleh masyarakat Islam”. Memang benar
bahwa hukum Islam berkembang dalam sebuah proses yang dalam
e Rt st s pamben MO IS aRL R

¥ya, DUKUm T €m l&I per angan Se_]"“."\
Dengan kata lain, hukum Islam memiliki sejarahnya sendiri tetapi
tidak menjadi bagian dari sebuah proses sejarah secara umum. Inilah
sebabnya mengapa antara lain dalam literatur tradisional mengenai
hukum Islam masih dibahas secara berkepanjangan kasus-kasus mati
seperti hukum perbudakan. Agaknya tepat jika dikatakan bahwa justeru

BN.]. Coulson, “A History of Islamic Law", Islamic Surveys, No.2 (Edinburgh:
1964), hal.1-2. Lihat juga Hamid Ahmad, Hukim Islam dalam Perspekrif Sejarah
(jakarta: P3M, 1987) hal. 1-2. Gibb juga menyarakan bahwa dalam Islam hukum
mendahului negara, baik secara logis maupun dalam kaitan waktu dan bahwa
negara ada demi nujuan semara-mata mempertahankan dan menjalankan hukun.
Lihat Mohammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukwm, Islam dan Perubahan Sosial,
terjemahan Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlas, 19950) hal. 36.
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hukum Islam sendiri ridak mampu melepaskan diri dari literatur
hukum yang sedemikian statisnya. Ciri inilah yang menerangkan
mengapa tidak ada konflik tajam antara hukum Tslam yang teoritis
dan yang dipraktekkan oleh pemerintah Islam di mana-mana selama
ini. Dalam ketidakmampuan mereka melaksanakan hukum secara

LRt PRfie [ AR TSN RO el R AR Y el RiEH P pd kR AGR:
penuh itu dan menggunakan keputusan hukum yang bersifat
transisional sebagai gantinya.

Kedua, keterikatan hukum Islam kepada landasan penafsiran
harfiyah bahasa Arab atas kehendak Tuhan (khithab al-Syan’ yang
dikenal juga sebagai nash) baik yang berbentuk ayat alQur’an maupun
hadits. Pengertian bahasa menjadi ketentuan mutlak untuk memberi
nama dan status hukum kepada suatu perbuatan.” Karena keterikatan
yang terlalu literer dan berdimensi tunggal ini, maka suatu kata tidak
memiliki konotasi selain itu. Sebagai contoh adalah kata almaisiyr yang
diartikan perjudian, maka semua pertaruhan dimasukkan ke dalam
status hukum perjudian karena kata al-maisiyr tidak memiliki konotasi
di luar arti berjudi. Demikian ketat penguasaan oleh penafsiran
letterlijk ini, sehingga modifikasi konotasi dalam sebuah kata hanya
dapar dilakukan dengan kehendak Tuhan pula.®® Karena keterikatan

aikspadapsnefrimpitingnisikyangkemtan kakiingimaka definis-
definisi yang dibuat untuk membatasi status hukum dari sesuatu
perbuatan -pada akhimya- meniadakan kemungkinan pengembangan
pola diversifikatif dan multi dimensional bagi hukum Islam. Memang
pada permulaan perkembangan hukum Islam, gejala unrtuk
melepaskan diri dari pengertian bahasa yang terlalu terikat kepada
pengertian literernya telah ada. Tetapi ia tidak berkembang menjadi

7 Dalam hal ini dapat diberikan contohnya seperti diktum jurisprudensiil dalam
Abu Ishaq [brahim ibn Ali (w.467H/1055M), al-Syirazi, Edisi M.Yasin '[sa, al-
Luma' (Mekkah: 132511), hal. 64. Buku ini merupakan buku refernsi wajib yang
bevsifar dasar dalam yurisprudensi aliran hukum (madzhab) Syafi'i.

] I

lal ini dikenal dengan seburan ra’arudl alnassain (pertenrangan dua kehendak)
vang merupakan baly tersendiri dalam bhuku-buko vurisprudensi Islam.
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schuah sistem yang lengkap schingga hanya bersifat sporadis dan tidak
menetap.-

Ketiga, ketiadaan otoritas tunggal yang mampu meratakan
keputusan-keputusan hukumnya di masyarakat. Walaupun telah ada
pranata fatwa dengan segenap kelengkapannya, keputusan hukumnya
maIDeioshyle i IsiE Retinghy- peitddigiibpirstyanish A gl ey ac d
Keputusan hukum mercka jarang menunjukkan kesepakaran pendapar
dan senantiasa ada alternatif terhadap setiap keputusan hukum vang
diberikan. Karena itu, beredarlah pernyataan terkenal yang berbunyi
“perbedaan keputusan di kalangan para ahli hukum adalah rahmat
bagi umat (Ikhtilaf alAimmah Rahmat alUmmah ataw Ikhtilaf Ummatiy
Rahmah)” ** Sikap untuk memperlakukan pendapat yang saling
bertentangan sebagai benar semuanya itu, pada akhirnya membawa
kepada anarki hukum di mana tidak ada saru ororitaspun dapat
memaksakan penyeragaman pendapat di kalangan umar Islam.
Akibatnya, akan terjadi suasana ketidakpastian hukum dalam skala
yang sangat besar terutama dalam kemacetan perkembangan hukum
Islam itu sendiri dan dalam kemampuannya berantisipasi terhadap
perkembangan waktu dan keadaan. Padahal tanpa kepastian
pegangan pemilihan keputusan hukum mana yang dapat dianggap
mewakili hukum Islam boleh dikata tidak akan dapat diberikan
suftBH R AT B B s S I S R RER Y S gy - vinsby-ac.id

Tentu masih banyak lagi karakteristik-karakteristik yang lain
dari hukum Islam yang tidak dapat dikemukakan dalam forum ini
karena keterbatasan forum dan kemampuan penulis sendiri. Namun,

4 M. Yusuf Musa, er al; ALAgidah wa al-Syari’ah fi al Islam, (Cairo: 1946),hal.58f.

*? Pernyataan ini ada yang mengangapnya sebagai hadits Nabi Saw. yang dijadikan
sebagai dasar justifikasi dalam meletakkan ikhrilaf pada posisi penting dalam
pemikiran keagamaan. Karena itu, diktum rersebut dalam benruk inversi hahkan
menjadi judul sebuah korpus hukum yang rerkenal “Rahmar al Ummah fi [khtilaf al-
Aimmah”, karya al-Dimasyqy. Sementara kubu yang lain yang ditokohi oleh
Muhammad Nashiruddin al-Albani menyatakan kebarilan pernyataan tersebur
sebagai hadits karena sanad yang dloif dan maudlu’ saja ridak diremukan, apalagi
yang shahih.
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dari pengenalan karakteristik hukum Islam di atas kiranya dapat
diketahui perubahan yang harus dilakukan yang akan memungkinkan
hukum Istam memiliki relevansi dengan proses pembangunan hukum
dan HAM di Indonesia dan dapat memainkan peranan aktif dalam

mengisi pembangunan itu dengan kontribusi yang nyata.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peranan NU dalam Pembangunan Hukum dan HAM
di Indonesia

Peranan aktif yang dapat diberikan oleh NU dalam proses
pemnbangunan hukum dan HAM di Indonesia dapat dirumuskan
sebagai berikut:

Pertama, Para pakar hukum Islam baik yang secara struktural
terwadahi dalam L BM NU maupun kalangan NU kultural harus mampu
mengembangkan watak dinamis hukum Islam yaitu dengan menjadikan
hukum Islam mampu sebagai penunjang perkembangan hukum
nasional di alam pembangunan hukum dan HAM di Indonesia ini. Strategi
yang dapat ditempuh adalah meletakkan titik berat perhatian hukum
Islam kepada persoalan-persoalan duniawi yang menggeluti kehidupan
bangsa Indonesia dewasa ini. Setelah itu, dilakukanlah upaya penyusunan
hukum Islam baru yang dapat memberikan pemecahan bagi persoalan-

digpersoalan hidupigikinahyapgcdihadapi dhapas kindigfis @i vaeatena:
untuk dipakai dalam rangka merealisasikan idealisme ini -pinjam istilah
yang dikemukakan oleh M.Isham El Saha- adalah dengan revital®:asi
Ushul al-Figh, diversifikasi teks dan perluasan wilaval va'wil.*

Revitalisasi Ushul al-Figh sangatlah penting untuk melakukan
dinamisasi hukum lslam. Alasannya karena Ushul al-Figh merupakan
metodologi yang menghasilkan produk-produk figh. Lebih jauh dari
—menurur Nabil Shehaby-** bahwa Ushul al-Figh merupakan “the

3 M. Isham Fl Saha, “Epistemologi Hukum Islam Perspektif NU"” dalam Tashwirul
Afkar, Deformalisasi Syari'ah, Edisi Nomor 12 rahun 2002, hal. 164.
% Nabil Shehaby, “llla and Qiyas in Early Islamic Legal Theory”, Journal of the

American Oriental Sociery 102 (1982) sebagaimana dikutip oleh M.Isham El
Saha, bid, hal. 173.
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queen of all Islamic Sciences” yakni suatu subyek yang membahas bukan
hanya persoalan-persoalan hukum dalam artian sempit tetapi juga
aspek-aspek lain yang berkaitan dengan masalah-masalah kebahasaan,
logika, metodologi, epistemologi dan teologi. Model kajian yang
diterapkan adalah model kajian interdisipliner. Dalam rangka
diggihaliashy balistigiihg ik dataith AR perid dRiE AR TRYBE]
Demikian juga, dalam rangka mengkonstruksikan kondisi yang
mengitari ketika ayat al{Qur'an diturunkan dan bagaimana ayar itu
dipahami oleh umat dalam perjalanan sejarah Islam baik dalam
konteks yang sama maupun yang berbeda maka Ushul al-Figh perlu
ditunjang oleh pendekatan hermeneutik (socio-historical approach)
sebagai pendekatan yang menggunakan disiplin ilmu-ilmu sosial seperti
sosiologi, antropologi dan sejarah.

Dengan cara seperti ini diharapkan dapat diperoleh rumusan
hukum Islam yang realistis dan dinamis. Realistis karena rumusan
hukum Islam tersebut merupakan hasil dialektika penyusunnya
dengan realitas sosial yang dihadapinya, sementara dinamis karena
hukum Islam tersebut dapat berkembang dalam sebuah proses yang
bersifat cair (fluid situation) dan tidak hanya terikat kepada gambaran
dunia khayali yang menurut teori “tercipta di masa lampau”. Guna

engembangan ini, maka para pakar hukum Islam yang terwadahi
I T R SRS PR S b s s
pandangan yang jauh dan memiliki pendekatan multi dimensional
kepada kehidupan serta tidak hanya terikat kepada ketenruan normatif
yang telah mengendap sekian lama bahkan hampirhampir menjadi
fosil yang mati. Dengan pendekatan seperti ini maka usaha-usaha
penyegaran hukum Islam ridak lagi memiliki watak sekrarian yang
akan berhasil menyegarkan satu dua aspek kehidupan belaka karena
pendekatannya yang berdimensi tunggal. Bahkan ada tendensi
penyegaran yang dimaksudkan itu akhirnya berbuahkan penciptaan
variasi baru dari kebekuan yang telah ada, dengan kata lain
“menciptakan semacam neokonservatifisme”.

o

Kedua, Para pakar hukum Islam baik yang terwadahi secara
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strutural oleh LBM NU sendiri maupun kalangan kultural NU harus

bersedia memberikan batasan atas ruang lingkup daerah kehidupan

yang dijangkau oleh hukum Islam dalam rangka pembinaan hukum

nasional. Secara teoritis, hukum Islam meliputi semua bidang
kehidupan, tetapi dalam perkembangannya ruang lingkup hukum

(i SR R SR pliRitas BidPBidehy 16d S8 beragsar
angsur, Pemberian batasan yang jelas pada bidang-bidang yang menjadi

urgensi pembahasan hukum Islam akan dapat menghindarkan diri

dari penghamburan waktu dan pikiran dari pembicaraan berkepanjangan

tentang persoalan-persoalan yang tidak urgen. Dengan demikian, kalau
kita ingin menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional
kita, sudah tentu harus ditentukan skala priyoritas penggarapannya.

Kekaburan pandangan yang diakibatkan oleh ketiadaan pembidangan
menurut skala priyoritas akan menghilangkan arti upaya mengintegrasikan

hukum Islam ke dalam hukum nasional. Misalnya saja bidang hukum

perdata perkawinan dan hukum kewarisan. Jadi, seluruh perhatian
dapat dipusatkan kepada upaya integrasi hukum Islam yang telah
diciutkan itu ke dalam hukum nasional.

Ketiga, Para pakar hukum Islam LBM NU harus mampu
menindaklanjuti pemberian batasan atas bidang penggarapan hukum
diglapuimib denganinpsya msramaskanospiinsipRrinsipinsngambilan
keputusan hukum Islam yang lebih mencerminkan kebutuhan masa
kini disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan secara
proporsional. Bahkan para pakar hukum Islam dari NU baik strutural
maupun kulturalnya itu harus menitikbertakan proses pengambilan
keputusan hukum tertuju pada integrasi pertimbangan manusiawi ini
ke dalam pranata yurisprudensi yang disusun menurut metodologi yang
telah disepakati. Di samping itu, mercka juga harus menciptakan sarana
administratif bagi upaya integrasi hukum Islam ke dalam hukum
nasional, setidak-tidaknya dengan menyusun indeks yang sistematis
dan seragam bagi keputusan hukum Islam yang tersebar berserak-
serakan dalam literatur figh yang ada sekarang ini. Lebih jauh dari iru,
mereka harus pula menyediakan tenaga peneliti terlatih yang dapat
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melakukan penelitian untuk kepentingan integrasi tersebut. turut
berpartisipasi dalam meningkatkan mutu aparat pengadilan agama
yang ada dan mencrbitkan literatur baru tentang hukum Islam
dan upaya integrasinya di atas.

digilib. distyimpinglibuabhiihsehagaindigiibraiselyacdi sigd iujmeb paddd
dikatakan bahwa NU dapat berperan secara akrif dalam proses

pembangunan hukum dan HAM di Indonesia jika ia mampu

membawa para anggautanya kepada hal-hal sebagai berikut:

Pertama, warga NU mempunyai kemampuan untuk berpegang
teguh pada nilai-nilai menetap mana yang baik dan mana buruk,
mana yang boleh dilakukan dan yang tidak diperkenankan di masa
terjadinya perubahan-perubahan besar dalam pola hidup dan pola
berpikir dewasa ini. Pedoman berupa nilai-nilai moral yang menetap
ini akan mampu membuat warga NU untuk tetap bertahan pada
pendiriannya di masa orang lain merasa resah dan binguing mencari
jalan kehidupan mana gerangan yang harus ditempuh. Demikian
pula dengan nilai-nilai menetap itu, ia akan mampu meninjau
dengan jernih langkah-langkah perubahan yang harus diambilnya
tanpa merusak sendisendi kehidupannya sendiri secara keseluruhan.
tantangan yang harus dihadapi dan responsi yang dianggapnya baik
untuk menjawab tantangan tersebut. Karenanya, ia akan selalu bersikap
kritis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi atas hidupnya
pribadi maupun kehidupan masyarakat.

Kedua, warga NU memiliki rasa kasih sayang kepada sesama
makhluk Allah Swt. dan terlebih sesama manusia dalam arti yang
luas dan dinamis serta mampu memahami pendirian orang lain baik
seorganisasi maupun tidak, seagama maupun tidak. Hal ini penting
untuk dimiliki mereka karena dapat menumbuhkan kesadaran akan
arti penting dari pola hubungan saling berketergantungan antara
sesama manusia.
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Ketiga, warga NU mempunyai kemampuan untuk mengatur
kehidupan sendiri dengan sikap bahwa kebutuhan hidup duniawi
sama besarnya dengan kebutuhan bagi hidup ukhrawinya di kelak
kemudian hari. la tidak mengambil porsi lebih besar dari perhatiannya
dibmassaybiskshuanliy hidn inisinr « Kehpmthan.bidieg
duniawi selalu menuju kepada usaha memiliki arangbann,, komumtlf
yang lebih mewah dan untuk itu ia harus berusaha keras mencapai
kemampuan finansial sebesar-besarnya yang seringkali dengan tidak
mengindahkan baik atau tidaknya cara-cara yang dipergunakan
untuk kemampuan tersebut. Dengan memiliki kesadaran akan
kerusakan besar yang diderita oleh pertumbuhan watak hidupnya dari -
penggunaan cara<ara demikian iru, seorang warga NU akan mampu
mendasarkan pola hidupnya atas pemenuhan kebutuhan materiil yang
sesuai dengan kemampuan riil. Pembatasan pola kosumtif ini pada
gilirannya akan menciptakan kemampuan mengatur keseimbangan
yang wajar dalam kehidupan antara kebutuhan materiil dan kebutuhan
ruhani.

Sebuah oragnisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti NU
akan menjadi relevan bagi pembangunan huium dan HAM di Indo-
nesia bilamana ia dapat menumbuhkan kemampuan seperti itu dalam
Pl e R AR aal HEiRLinaRY-Rebutighbn itth pads
gilirannya pula akan membawa mercka kepada kesadaran akan
perlunya mengatur kehidupan masyarakat yang mempertimbangkan
faktorfaktor non materiil dalam proporsi yang cukup besar untuk
menghindari kerusakan-kerusakan besar dalam hidup kejiwaannya.
Dalam rangka mencapai kemampuan seperti itu dapatlah diusahakan
dengan mengembangkan semangat ajaran yang menaati hukum secara
modern sehingga mencocoki tuntutan zaman sekarang.” Sebab Islam
adalah agama yang sejak dari semula mengajarkan taat kepada
hukum dengan berpangkal dari ketaatan kepada hukum
keagamaan dan ketaatan kepada Allah Swt. adalah bagian dari sikap

* Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan, membangun Tradisi dan Visi Baru
Islam Idonesia, (Jakarta: Paramadina, 1995) hal.83.
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pasrah (islam) kepada-Nya.

Pengembangan kesadaran hukum Islam ini akan memberikan
harapan semakin besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh
NU dalam proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia.
Alsannyaadalabpsemeiaang i prariekehahlbhwkumiindsvssiac id
seperti Burhanuddin Lopa, Bustanul Arifin, Bismar Siregar, lsmail
Saleh dan Padmo Wahyono bahwa pembangunan hukum nasional
Indonesia harus memperhatikan aspirasi kehukuman yang hidup
dalam masyarakat luas dan ini berarti aspirasi hukum Islam. Lebih
jauh, Burhanuddin Lopa* menyatakan bahwa KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana) nasional yang akan datang akan
berdasarkan unsur-unsur hukum Islam sebanyak 70 persen.

Keempat, LBM NU perlu menggali kembali perbendaharaan
intelektual Islam di bidang hukum itu untuk kemudian dijadikan
bahan penyusunan hukum yang lebih relevan terhadap zaman dan
bersifat nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari segi
dinamis perbendaharaan hukum itu, yaitu segi yang melatarbelakangi
dan mendasari prinsip berpikir dan metodologinya dalam pendekatan
kepada masalah kehukuman itu yang telah dirintis oleh para mujtahid
besar seperti Imam Syafi'i dengan idenya tentang Ushul al-Figh (prinsip-
priasip yirispradensipdila Slaas. Katehbitisibgpul rdledin desiparc-d
masalah ini, menurut Nurcholish Madjid,” ide Syuriah NU dalam
pertemuan di Tambakberas, Jombang beberapa waktu yang lalu yang
kemudian menjadi keputusan Munas NU di Lampung 21-25 Januari
tahun 1992. Keputusan ini hendak mengembangkan penganutan suatu
madzhab yang tidak lagi menitikberatkan kepada qawl (pendapat ad
hoc) melainkan lebih menekankan segi metodologis (manhaj) yang

* Jakarta Post, 5 Oktober 1987 dengan Judul “Future Penal Court Mostly Based on
Inslamic Tenets” sebagaimana dikurip oleh Nurcholish Madjid, Ibid. Hal. 84.

!l Kaidah-kaidah Ushul al-Figh yang memiliki relevansi yang sangat tinggi di zaman
modern ini bisa dilihat dalam al-Syaikh Ahmad ibn al-Syaikh Muhammad al Zarga,

Syarh alQawaid al Fighiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989M/Syarh al{Qawaid
al-Fighiy1409H). &
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dinamis. Melalui pendekatan Ushul al-Figh maka proses abscraksi dan
generalisasi bahan-bahan spesisfik hukum Islam dapat dilakukan
sehingga mencapai tingkat yang tinggi dan dengan begitu juga menjadi
universal dalam arti dapat berlaku dan bermanfaat untuk semua

DR S Sempmisciompek hapamemandang perbedang, agama
mercTa. ~ontoh untuk ini ialail ajaran atau hukum musyawarah yang
sekalipun merupakan ajaran atau hukum yang berasal dari Islam
namun kini diterima sebagai nilai nasional yang tinggi dan memberi
manfaat kepada semua warga negara tanpa peduli agama yang
dianutnya.

Dalam soal kajian hukum Islam, masalah manhaj adalah dengan
sendirinya masalah Ushul al-Figh yang dapat dikembangkan menjadi
dasar teori tindakan praktis dan realistis. Berpikir dan bertindak dengan
menuruti garis filsafat hukum seperti terumuskan dalam kaedah-kaedah
Ushul ql-Figh akan membuat umat Islam, khususnya para ahli
hukumnya, menjadi dinamis dan progresif serta senantiasa mampu
menemukan jalan pemecahan bagi masalah-masalah sulit apapun.
Sudah tentu masalah ini adalah kompleks sekali dan menyangkut
pemahaman yang mendalam. Namun demikian, jika kita coba telaah
secara serius, rumusan Ushul al-Figh yang menjadi filsafat pembentukan

digifigviretnyaticondétiililkineslevarisi darip. uimaly daibid il thpdn shymaitin

kehidupan di zaman modern.

Penutup

Sudah tentu masih banyak lagi sederetan masalah yang dapat
dan harus dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU dalam
memberikan kontribusi pada proses pembangunan hukum dan HAM
di Indonesia. Kesemuanya ini rasanya tidak perlu dikemukakan di sini
mengingat keterbatasan waktu dan forum ini. Yang penting adalah
bahwa Lembaga Bahtsul Masail NU dalam memberikan kontribusi
pada proses pembangunan hukum dan HAM di Indonesia harus
mampu membenahi manifestasi dirinya terlebih dahulu sebelum
melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam keterlibatan seperti itu.
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Pembenahan diri ini meliputi banyak wajah dari LBM NU terutama
sckali segi kemampuannya memahami dan menggunakan Ushul
Alfiql dan Qowa-id al-fighiyyah sebagai metodologi istinbath al-
hukm secara maksimal dalam proses pengambilan hukum Islam
dari sumbersumbernya yakni al-Qur'an dan al-Hadirts. Hal inj

B L L e Nl Fo ) S U U A oy
(metodologi) yang dipakai ulama dahulu dalam proses penggalian
hukum ketimbang pada hasil yang dicapai. Dengan memegangi
kerangka berfikir konstruktif yang paradigmanya sampai sekarang
masih relevan untuk dikembangkan ini maka I BM NU akan mampu
mengadakan “figh baru” yang mampu mengakomodasikan
permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat
secara dinamis, fleksibel dan elatis karena mereka mampu
menyuguhkan kerangka pikir figh yang kontekstual. Dengan
demikian, NU dapat membawa dan membebaskan para warganya
baik dari sikap “tidak acuh” kepada kebutuhan membangun
maupun sikap “memperlakukan pembangunan hukum dan HAM
hanya sebagai hiasan bibir belaka”.

Wallahu A’lam bi alshawab.
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2 DEMOKRAS]

x@rau NU bagi perjalanan peradaban ke-Indonesia-an tidak bisa dipandang
sebelah mata. Sikap akomodatif terhadap kebudayaan lebih diletakkan dalam
rangka menunjukkan bahwa agama (Islam) selalu memberi peluang bagi tumbuh
kembangnya kebudayaan yang memang menjadi 'naluri’ masing-masing komunitas.
Itulah sebabnya, NU selalu merawat kebudayaan (lokal) sebagai alat untuk
mengembangkan tradisi keagamaan yang berpahamkan Ahlussunnah wal Jama'ah.
Wajah agama (Islam) yang ditawarkan oleh NU adalah agama yang berwajahkan
ke-Indonesia-an. Sikap akomodatif ini tidaklah diambil berdasar kalkulasi
opurtunistik, melainkan eksternalisasi paradigma keagamaan yang terbuka dan
tidak memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang hitam putih.

NU sebagai organisasi siap mengawal nilai-nilai kebangsaan yang plural dengan
menerima Pancasila sebagai common platformnya. Bahkan NU pernah membuat
deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam dalam Muktamar NU ke-27
yang intinya menyebut Pancasila merupakan dasar falsafah Negara Republik
Indonesia, yang bukan sebagai agama dan tidak dapat menggantikan kedudukan
agama. NU juga menganggap bahwa penerimaan dan pengamalan Pancasila
merupakan perwujudan dari umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat
agamanya.

Peradaban ke-Indonesia-an yang kemudian hendak dibentuk oleh NU adalah
peradaban kebangsaan yang dilandasi oleh moral keagamaan (Islam). Nilai-nilai
Islam memberikan inspirasi dan sekaligus menggerakkan kehidupan kebangsaan
Indonesia, meskipun demikian hal tersebut tidaklah diletakkan untuk mendirikan
negara agama, melainkan negara beragama.

Berangkat dari situdsi ini, buku ini dihadirkan. untuk memberikan pewacanaan
tentang bagaimana peran serta NU dalam membangun peradaban ke-Indonesia-an
dalam perspektif masyarakat pada umumnya dan warga NU pada khususnya.[]
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